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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan 

Kehakiman menentukan “bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk 

memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 

mengadilinya”. Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai 

organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman 

wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu 

perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. 

Apabila sudah ketemu hukum dalam penggalian tersebut, maka Hakim 

harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam 

putusannya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. 

2. Menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 

Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa: “Pemilik Merek terdaftar 

dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan 

terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang 

mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis berupa : gugatan ganti rugi dan/atau 

penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek 

tersebut.” Pengajuan gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga 

menurut Pasal 83 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
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Merek dan Indikasi Geografis. Selain melalui Pengadilan Niaga, gugatan 

merek dapat juga diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif 

penyelesaian sengketa menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 

B. SARAN 

1. Kepada Hakim diharapkan untuk memperhatikan proses pengajuan 

gugatan oleh para pihak yang terjadi sengketa merek ataupun sengketa 

lainnya agar para pihak tidak merasa kecewa dan putusan yang di 

keluarkan menjadi manfaat untuk kedua belah pihak yang bersengketa. 

2. Agar pemilik hak merek tidak di rugikan karena mereknya di pakai oleh 

orang lain segera daftarkan merek tersebut ke DIRJEN HKI agar memiliki 

perlindungan hukum dan di akui oleh Negara sebagai hak eklusif yang di 

miliki oelh pemilik merek dan agar hal tersebut tidak terjadi maka 

sebaiknya sebelum mendaftarkan merek, diharapkan para pendaftar untuk 

memperhatikan kembali elemen-elemen dalam mereknya tersebut dan 

memastikan memiliki daya pembeda dan belum ada merek yang memiliki 

elemen yang sama untuk mencegah ditolaknya pendaftaran merek
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